
Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup 

berbagai aktivitas seperti perencanaan, 

penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, 

pelaporan, pertanggungjawaban, dan 

pengawasan keuangan sesuai Peraturan 

Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019. Pada 

tingkat Satuan Kerja Perangkat Daerah 

(SKPD), sebagai pelaksana fungsi 

pemerintah daerah, memiliki peran penting 

dalam memastikan pelayanan publik yang 

efisien dan efektif. Tingkat keberhasilan 

pengelolaan anggaran dapat diukur melalui 

penyerapan belanja yang dialokasikan 

kepada SKPD berdasarkan peraturan daerah 

dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA). 

Faktor utama yang memengaruhi 

penyerapan anggaran meliputi pengelolaan 

anggaran kas, penatausahaan belanja, serta 

kepatuhan pengelola keuangan. 

Penyerapan anggaran merujuk pada 

realisasi penggunaan belanja daerah untuk 

mendukung program dan kegiatan yang 

dirancang setiap SKPD, sebagaimana 

diatur dalam tahun anggaran berjalan. 

Tingkat penyerapan anggaran 

mencerminkan efektivitas pengelolaan 

keuangan dalam mencapai tujuan, seperti 

peningkatan layanan publik, pembangunan 

infrastruktur, dan pemenuhan kebutuhan 

masyarakat. Namun, rendahnya tingkat 

penyerapan anggaran menjadi isu yang 

berulang di berbagai daerah di Indonesia. 

Idealnya, anggaran terserap 25% pada 

triwulan I, 50% pada triwulan II, 75% pada 

triwulan III, dan mencapai 100% pada 

akhir tahun. Kenyataannya, banyak daerah, 

termasuk Kota Padang Panjang, gagal 

memenuhi target ini. 

Sebagai kota kecil di Sumatera 

Barat dengan luas hanya 2.300 hektar, 

Kota Padang Panjang memiliki 23 SKPD 

yang mendukung pelaksanaan tugas 
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Abstract: This study aims to analyze the impact of Cash Budgeting, Budgetary Administration 

Implementation, and Compliance of SKPD Financial Managers on the effectiveness of Budget 

Expenditure Absorption in the Padang Panjang City Government. The issue of low budget 

absorption remains a recurring and significant concern each year. This phenomenon is evident 

in the disparity between actual budget absorption and the ideal projection based on quarterly, 

semi-annual, and year-end periods. Cash budgeting, the process of budgetary administration, 

and the compliance of SKPD financial managers are considered crucial factors in enhancing 

budget absorption at the local government level. This research is pertinent to assist SKPDs in 

Padang Panjang City in evaluating the challenges hindering optimal budget absorption. The 

study employs a quantitative method to analyze data through a descriptive approach. The data 

analysis technique used is Partial Least Square (PLS), with the research population comprising 

all SKPDs in Padang Panjang City and a sample size of 50 units. The findings reveal that Cash 

Budgeting and Compliance of SKPD Financial Managers have a positive and significant impact 

on budget expenditure absorption, while Budgetary Administration Implementation 

demonstrates a positive but insignificant effect. 
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pemerintahan. Pada tahun 2023, anggaran 

daerah dialokasikan sebesar Rp568,39 

miliar untuk pendapatan, dengan Rp111,36 

miliar dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), 

Rp453,42 miliar dari transfer, dan Rp3,61 

miliar dari sumber lain. Di sisi belanja, 

anggaran mencapai Rp627,32 miliar, 

dengan Rp537,38 miliar untuk belanja 

operasi, Rp89,29 miliar untuk belanja 

modal, dan defisit sebesar Rp59,92 miliar 

ditutup melalui penerimaan pembiayaan 

dari sisa anggaran sebelumnya. Realisasi 

penyerapan anggaran belanja tahun 2023 di 

Kota Padang Panjang menunjukkan bahwa 

anggaran yang telah dialokasikan belum 

terealisasi secara optimal.  

Anggaran Kas merupakan salah satu 

instrumen penting dalam pengelolaan 

keuangan daerah, berfungsi sebagai 

dokumen pelaksanaan keuangan. Menurut 

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 

2019 tentang Pengelolaan Keuangan 

Daerah, Anggaran Kas adalah perkiraan arus 

kas masuk yang berasal dari penerimaan dan 

perkiraan arus kas keluar untuk memastikan 

ketersediaan dana yang cukup guna 

mendanai pelaksanaan APBD dalam setiap 

periode. Dengan proyeksi arus kas masuk 

ini, pemerintah daerah dapat merencanakan 

pengeluaran kas untuk mendanai program, 

kegiatan, dan sub kegiatan yang telah 

disusun dalam APBD. SKPD kemudian 

menyusun anggaran kas berdasarkan 

prioritas program dan kegiatan yang telah 

ditentukan. Penyusunan anggaran kas 

dilakukan dengan perhitungan dan jadwal 

yang terencana, bertujuan untuk mengelola 

risiko keuangan, seperti memastikan 

pembayaran kepada pihak ketiga dilakukan 

tepat waktu guna menghindari peningkatan 

utang belanja. 

Pelaksanaan penatausahaan belanja, 
sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 

12 Tahun 2020 dan Permendagri 77 Tahun 

2020, merupakan tahap penting dalam 

pengelolaan keuangan daerah yang 

melibatkan penggunaan dana yang telah 

dialokasikan untuk mendanai program, 

kegiatan, dan sub kegiatan. Setiap 

pengeluaran harus dilengkapi dengan bukti 

yang sah dan lengkap mengenai barang 

atau jasa yang diterima oleh pihak yang 

menagih. Bukti belanja yang lengkap dan 

sah menjadi dokumen penting yang 

membuktikan keabsahan pengeluaran kas, 

karena menjadi dasar dalam pencatatan 

belanja sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan yang berlaku. Tanpa 

bukti yang sah dan lengkap, pengeluaran 

tidak dapat dianggap sebagai belanja yang 

akan dimasukkan dalam laporan realisasi 

anggaran. Menurut Djanegara (2017), 

penatausahaan keuangan mencakup tiga 

komponen utama, yaitu pembukuan, 

inventarisasi, dan pelaporan. 

Pengelola keuangan, baik individu 

maupun entitas, memiliki tanggung jawab 

utama dalam realisasi penyerapan 

anggaran belanja. Kepatuhan pengelola 

keuangan SKPD sangat dipengaruhi oleh 

komitmen. Menurut Putri et al. (2017), 

pegawai yang memiliki komitmen tinggi 

akan berusaha agar program dan kegiatan 

yang telah dianggarkan dapat terlaksana 

dengan baik. Pelaksanaan anggaran 

belanja yang efektif dan efisien untuk 

mendukung program, kegiatan, dan sub 

kegiatan sesuai dengan target dan tujuan 

yang telah ditetapkan, serta ketepatan 

waktu dalam melaksanakan kegiatan 

sesuai jadwal yang ditentukan, sangat 

memengaruhi tingkat penyerapan 

anggaran. Salah satu tugas pengelola 

keuangan adalah memastikan bahwa 

pelaksanaan anggaran yang dialokasikan 

sesuai dengan kegiatan yang akan 

dilaksanakan, untuk memastikan bahwa 

setiap pos pengeluaran mencerminkan 

prioritas dan tujuan yang telah disepakati. 

 

METODE 

 Penelitian ini menggunakan metode 
deskriptif kuantitatif dengan data yang 

berasal dari kombinasi data primer dan 

sekunder. Data primer diperoleh dari Pejabat 

Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) di SKPD 

Pemerintah Kota Padang Panjang, yang 

dipilih berdasarkan kriteria yang telah 

ditetapkan oleh penulis. Data sekunder 

diperoleh dari Laporan Realisasi Anggaran 
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(LRA) per triwulan dan tahunan Pemerintah 

Kota Padang Panjang Tahun 2023 yang 

disediakan oleh Badan Pengelola Keuangan 

Daerah Kota Padang Panjang. Populasi dalam 

penelitian ini adalah seluruh SKPD di 

Pemerintah Kota Padang Panjang, yang 

berjumlah 23 SKPD dengan total pegawai 

sebanyak 1.976 orang. Teknik pemilihan 

sampel menggunakan purposive sampling, 

yang menghasilkan sampel sebanyak 50 orang 

dari 23 SKPD yang menjadi objek penelitian. 

Metode pengolahan data dalam penelitian ini 

menggunakan statistik deskriptif kuantitatif, 

yaitu analisis data untuk mendapatkan 

distribusi respon jawaban dari responden 

melalui ukuran mean, standar deviasi, dan 

statistik inferensial. Analisis dilakukan 

dengan model Structural Equation Modeling 

(SEM) menggunakan Partial Least Squares 

(PLS) untuk menganalisis hubungan antar 

variabel. Peneliti menggunakan program 

SmartPLS 3 untuk mengolah data yang 

diperoleh dari kuesioner. 

 

HASIL  

  Penelitian ini terdiri dari dua variabel, 

yaitu variabel dependen (terikat) dan variabel 

independen (bebas). Variabel dependen dalam 

penelitian ini adalah Penyerapan Anggaran 

Belanja (Y), yang diukur dengan enam 

indikator, sementara variabel independennya 

terdiri dari Anggaran Kas (X1) dengan enam 

indikator, Pelaksanaan Penatausahaan Belanja 

(X2) dengan tujuh indikator, dan Kepatuhan 

Pengelola Keuangan SKPD (X3) dengan lima 

indikator. Analisis ini bertujuan untuk melihat 

pengaruh variabel X1, X2, dan X3 terhadap 

variabel Y, yang dijelaskan dalam gambar 

berikut : 

Gambar 1: Diagram Lajur Model 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Angka yang terletak antara variabel 

dan indikator masing-masing merupakan 

faktor loading, yang menggambarkan sejauh 

mana masing-masing indikator mendukung 

variabel laten. Sedangkan angka yang 

terdapat dalam lingkaran variabel laten 

menunjukkan nilai R2, yang 

menggambarkan kontribusi masing-masing 

variabel independen terhadap variabel 

dependen. 

Gambar 2 : Diagram Lajur Loading Faktor 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Berdasarkan tabel di atas, dapat 

disimpulkan bahwa semua indikator 

memiliki faktor loading lebih dari 0,7, yang 

menunjukkan bahwa semua indikator 

memiliki validitas konvergen yang baik. 

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa 

semua indikator valid untuk mengukur 

masing-masing variabel. 

Tabel 1: Uji Validitas Diskriminan dengan 

pengujian AVE 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Berdasarkan tabel di atas, seluruh 

variabel menunjukkan validitas diskriminan 

yang memadai. Hal ini ditunjukkan oleh 

nilai Cronbach's Alpha pada setiap konstruk 

yang melebihi 0,60, mengindikasikan bahwa 

rata-rata korelasi antar item dalam setiap 

konstruk cukup tinggi untuk memastikan 

reliabilitas model yang diuji. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa semua 

variabel memenuhi kriteria reliabilitas yang 
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ditetapkan. 

Tabel 2 : Nilai Reabilitas Komposit Masing-

masing Variabel 

 
 Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Tabel tersebut menunjukkan bahwa 

nilai reliabilitas komposit untuk variabel-

variabel penelitian berada di atas ambang 

batas 0,70. Secara spesifik, variabel anggaran 

kas memiliki nilai sebesar 0,910, variabel 

pelaksanaan penatausahaan belanja sebesar 

0,905, variabel kepatuhan pengelola keuangan 

SKPD sebesar 0,958, dan variabel penyerapan 

anggaran belanja sebesar 0,929. Hasil 

pengujian ini mengindikasikan bahwa setiap 

konstruk memiliki korelasi rata-rata antar 

item yang tinggi, sehingga memenuhi kriteria 

reliabilitas yang diperlukan. Dengan 

demikian, dapat disimpulkan bahwa seluruh 

konstruk variabel telah memenuhi persyaratan 

reliabilitas. 

Tabel 3: Pengujian R-Square 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Berdasarkan hasil pengolahan data, 

nilai R-Square pada tabel menunjukkan 

bahwa variabel Penyerapan Anggaran Belanja 

dapat dijelaskan oleh variabel Anggaran Kas, 

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan, dan 

Kepatuhan Pengelola Keuangan SKPD 

sebesar 0,772 atau 77,2%. Sisanya, sebesar 

22,8%, dipengaruhi oleh variabel lain yang 

tidak termasuk dalam penelitian ini. Hal ini 

mengindikasikan bahwa model penelitian 

memiliki kemampuan yang cukup baik dalam 

menjelaskan variasi pada variabel Penyerapan 

Anggaran Belanja. 

Tabel 4 : Pengujian Q-Square 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Berdasarkan tabel di atas, nilai Q-

Square sebesar 0,481 yang lebih besar dari 

0,35 menunjukkan bahwa variabel 

pelaksanaan penatausahaan belanja dan 

kepatuhan pengelola keuangan SKPD 

memiliki kemampuan prediktif yang kuat 

(predictive relevance) dalam memprediksi 

variabel penyerapan anggaran belanja. Hal 

ini mengindikasikan bahwa model tersebut 

memiliki relevansi prediktif yang signifikan 

dalam konteks penelitian ini. 

Gambar 2 : Diagram Lajur Loading Faktor 

 
Sumber: Data diolah Smart-PLS 

  Berdasarkan hasil analisis, nilai 

original sample sebesar 0,345 menunjukkan 

bahwa anggaran kas memiliki pengaruh 

positif terhadap penyerapan anggaran 

belanja. Setiap peningkatan satu satuan pada 

anggaran kas akan meningkatkan 

penyerapan anggaran belanja sebesar 0,363. 

Hal ini mengindikasikan bahwa semakin 

baik pengelolaan anggaran kas, semakin 

optimal penyerapan anggaran belanja. Selain 

itu, nilai T-statistik sebesar 2,569, yang lebih 

besar dari nilai T-tabel (1,96), dan P-value 

sebesar 0,009, yang lebih kecil dari 0,05, 

menunjukkan hasil yang signifikan. Dengan 

demikian, hipotesis nol (H0) ditolak, dan 

hipotesis alternatif (H1) diterima. Artinya, 

anggaran kas berpengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan anggaran 

belanja. 

  Nilai original sample sebesar 0,259 

menunjukkan bahwa pelaksanaan 

penatausahaan belanja memiliki pengaruh 

positif terhadap penyerapan anggaran 

belanja. Setiap peningkatan satu satuan 

dalam pelaksanaan penatausahaan belanja 

akan meningkatkan efektivitas penyerapan 
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anggaran belanja sebesar 0,261. Meskipun 

demikian, nilai T-statistik sebesar 1,432, yang 

lebih kecil dari nilai T-tabel (1,96), dan P-

value sebesar 0,153, yang lebih besar dari 

0,05, menunjukkan bahwa hasil ini tidak 

signifikan. Oleh karena itu, hipotesis nol (H0) 

diterima, dan hipotesis alternatif (H1) ditolak. 

Dengan kata lain, pelaksanaan penatausahaan 

belanja berpengaruh positif, namun pengaruh 

tersebut tidak signifikan terhadap penyerapan 

anggaran belanja. 

  Nilai original sample sebesar 0,339 

menunjukkan bahwa kepatuhan pengelola 

keuangan SKPD memiliki pengaruh positif 

terhadap penyerapan anggaran belanja. Setiap 

peningkatan satu satuan dalam kepatuhan 

pengelola keuangan SKPD akan 

meningkatkan penyerapan anggaran belanja 

sebesar 0,319. Hal ini mengindikasikan 

bahwa semakin tinggi tingkat kepatuhan 

pengelola keuangan SKPD, semakin optimal 

penyerapan anggaran belanja. Selain itu, nilai 

T-statistik sebesar 2,229, yang lebih besar dari 

nilai T-tabel (1,96), dan P-value sebesar 

0,024, yang lebih kecil dari alpha 0,05, 

menunjukkan bahwa hasil ini signifikan. 

Dengan demikian, hipotesis nol (H0) ditolak, 

dan hipotesis alternatif (H1) diterima. 

Artinya, kepatuhan pengelola keuangan 

SKPD berpengaruh positif dan signifikan 

terhadap penyerapan anggaran belanja. 

 

PEMBAHASAN 

  Hipotesis pertama menyatakan bahwa 

anggaran kas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan anggaran 

belanja. Hal ini berarti bahwa perencanaan 

dan pelaksanaan anggaran kas yang baik akan 

mendukung optimalisasi penyerapan 

anggaran belanja, khususnya pada Pemerintah 

Kota Padang Panjang. Hasil penelitian ini 

konsisten dengan temuan Edtiyarsih dkk. 
(2023), yang menekankan bahwa anggaran 

kas memiliki peran penting dalam 

menciptakan anggaran belanja daerah yang 

efisien dan efektif. Penelitian ini memperkuat 

argumen bahwa pengelolaan anggaran kas 

yang tepat dapat berkontribusi signifikan 

terhadap keberhasilan pengelolaan keuangan 

daerah. 

  Hipotesis kedua menyatakan bahwa 

pelaksanaan penatausahaan belanja 

memiliki pengaruh positif namun tidak 

signifikan terhadap penyerapan anggaran 

belanja. Asumsi ini dapat diterima karena 

pelaksanaan penatausahaan belanja sering 

kali dipengaruhi oleh berbagai faktor yang 

tidak dapat diprediksi, seperti kejadian di 

luar kendali (force majeure), 

ketidaksesuaian antara aturan yang berlaku 

dengan kondisi nyata, atau keterbatasan 

sumber daya manusia pengelola keuangan 

yang kurang memahami regulasi terkait 

penatausahaan keuangan daerah. Faktor-

faktor tersebut dapat menghambat 

efektivitas pelaksanaan penatausahaan 

belanja. Hasil penelitian ini konsisten 

dengan temuan Rahmawati (2020), yang 

menyatakan bahwa pelaksanaan anggaran 

secara parsial tidak berpengaruh signifikan 

terhadap penyerapan anggaran belanja. Hal 

ini menunjukkan pentingnya peningkatan 

pemahaman regulasi dan penguatan 

kapasitas pengelola keuangan daerah untuk 

memperbaiki pelaksanaan penatausahaan 

belanja.  

  Hipotesis ketiga menyatakan bahwa 

kepatuhan pengelola keuangan SKPD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan anggaran belanja. Asumsi ini 

dapat diterima karena tingkat kepatuhan 

pengelola keuangan SKPD dalam mengelola 

keuangan sangat mempengaruhi pencapaian 

target penyerapan anggaran yang telah 

direncanakan. Kepatuhan yang tinggi 

terhadap regulasi dan prosedur yang berlaku 

akan memastikan proses pengelolaan 

anggaran berjalan sesuai dengan rencana dan 

dapat meningkatkan efektivitas penyerapan 

anggaran belanja. Hasil penelitian ini sejalan 

dengan penelitian Nugraheni (2019), yang 

menyatakan bahwa komitmen terhadap 
kepatuhan organisasi berpengaruh 

signifikan terhadap penyerapan anggaran. 

Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya 

kepatuhan dalam mendukung pencapaian 

tujuan pengelolaan keuangan daerah yang 

optimal. 
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SIMPULAN  

 Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

anggaran kas memiliki pengaruh positif dan 

signifikan terhadap penyerapan anggaran 

belanja pada Pemerintah Kota Padang 

Panjang. Hal ini mengindikasikan bahwa 

penyusunan anggaran kas yang baik oleh 

pemerintah daerah sangat mempengaruhi 

tingkat penyerapan anggaran belanja di 

daerah tersebut. Penelitian juga menunjukkan 

bahwa pelaksanaan penatausahaan belanja 

berpengaruh positif namun tidak signifikan 

terhadap penyerapan anggaran belanja. 

Pelaksanaan penatausahaan belanja 

dipengaruhi oleh kondisi yang terjadi selama 

proses pelaksanaan serta pemahaman 

terhadap sistem dan prosedur pengelolaan 

keuangan. Faktor-faktor ini dapat 

menghambat SKPD dalam merealisasikan 

anggaran dengan optimal. Selanjutnya, hasil 

penelitian ketiga menunjukkan bahwa 

kepatuhan pengelola keuangan SKPD 

berpengaruh positif dan signifikan terhadap 

penyerapan anggaran belanja pada 

Pemerintah Kota Padang Panjang. Kepatuhan 

terhadap peraturan perundang-undangan, 

mulai dari perencanaan program, kegiatan, 

dan sub kegiatan, perencanaan keuangan 

untuk membiayai program tersebut, hingga 

pelaksanaan dan pertanggungjawaban 

keuangan yang dilakukan secara akuntabel 

dan transparan, berperan penting dalam 

memperlancar pelaksanaan kegiatan dan 

penyerapan anggaran belanja. 
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